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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan
Ujian Nasional dengan kebijakan sekolah di SMP dan MTs. di Indonesia
tengah.

~ Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Penelitian ini
dilakukan pada bulan Maret s.d. Agustus 2007, dengan subyek penelitian
meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat.
Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kuadran kualitas pendidikan
(dengan pertimbangan faktor kualitas guru dan hasil UN tahun
sebelumnya)di seluruh wilayah indonesia tengah (Jawa, Bali, Kalimantan).
Berdasarkan kuadran tersebut diperoleh 8 kabupaten/kota yaitu Kota
Yogyakarta, Salatiga (Jawa Tengah), Batu, Madura (Jawa Timur),
Sangata (Kaltim),Jabiren, Kahayan (Kalteng) , dan Pontianak (Kalimantan
Barat). Setiap kabupaten/Kota diambil 6 sekolah berdasarkan kuadran
dalam kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan, kuesioner,
interview, Focussed Groups Discussion (FGD) dan dokumentasi. Data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa berbagai kebijakan sekolah
dilakukan berdasarkan pemilahan mata pelajaran UN dan non-UN. Ada
tiga pola kebijakan sekolah dalam pembelajaran SMP dan MTs, 1.
Penambahan jam pelajaran mata pelajaran UN di luar jam sekolah,
penambahan jam pelajaran UN dengan mengurangi jam pelajaran non-UN,
dan melakukan keduanya. 2. Mata pelajaran UN memperoleh alokasi
waktu sangat banyak dibanding dengan mata pelajaran non-UN, 3.
Terdapat kebijakan pemerintah yang berbeda dalam pengadaan buku,
yang terfokus pada buku mata pelajaran UN. Dari kebuakan tersebut
memmbulkan akibat ketidakseimbangan pendapatan antara guru yang
mengajar mata pelajaran UN dengan non-UN. Akibatnya semangat kerja
guru mata pelajaran non-UN menurun/ rendah. Akibat lainnya adalah siswa
menganggap bahwa UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan,

: sehlngga mata pelajaran non-UN disepelekan.
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", LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberiakuan Ujian Nasional (UN) di tingkat pendidikan dasar dan
menengah telah membuat kontroversi yang luar biasa di kalangan

masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tulisan di media masa tulis,

tayangan di media televisi, maupun dalam media internet. Beragam

komentar tentang peyelenggéraan ujian nasional telah disampaikan oleh

berbagai pihak.

Dari seluruh komentar dan pendapat semuanya mengarah pada dua
kutup yang berlawanan, meskipun adapula pendapat yang mencoba berada
di kedua sisi, dengan segala argumentasinya. Pendapat pertama adalah
pendapat yang tidak setuju dengan UN. Kelompok ini mendasarkan pada
tiga alasan utama, yaitu 1.Setiap anak memiliki potensi masing-masing,
tidak bisa hanya diukur dengan empat atau enam mata pelajaran saja, 2.
Hasil belajar selama tiga tahun, tidak adil bila hanya ditentukan oleh hasil
ujian yang beberapa jam saja.3. Tidak sefiap sekolah memiliki sumber
daya fasilitas dan manusia yang seragam, sehingga tidak dapat diukur
dengan ukuran yang seragam pula. ,

Pendapat yang setuju dengan pelaksanaan UN mempunyai tiga
argumentasl utama, yaitu 1. Mutu pendidikan tidak dapat dibiarkan tanpa
standar yang jelas sesuai dengan amanat undang-undang. 2. Penentuan

: batas kelulusan akan memacu sekolah dan siswa untuk memngkatkan -
'dmnya 3. Penyelenggaraan UN dapat menjadi salah tolok ukur
y keberhasilan pendidikan suatu sekolah atau daerah. ‘

Beberapa pendapat yang mencoba berada diantara keduanya ‘

i'’fberargumerﬂ:asn 1. Penyelenggaraan UN dapat dilakukan namun bukan
'sebagal penentu kelulusan. 2. Kelulusan siswa adalah hak setiap guru di

sekofsh masing-masing. 3. Standar kelulusan ditentukan oleh’ masing-

~ masing wilayah, sesuai dengan tingkat perkembangan pendidikan di

wilayah tersebut. :
Terlepas dari semua pendapat tersebut, ternyata’ penyelenggaraan
UN telah mendorong semua pihak yang berkaitan dengan UN menyikapinya
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dengan cara masing-masing. Sekolah sebagai salah satu pihak yang
secara langsung menyelenggarakan UN, diduga pula melakukan tindakan
" atau kebijakan yag berkaitan dengan UN. Semua kebijakan sekolah

arahnya tentu meningkatkan tingkat kelulusan siswa dan capaian nilai UN.
Dari sisi motivasi, semua kebijakan tersebut merupakan upaya positif

'yang periu didukung oleh semua pihak. Namun bebrapa upaya sekolah

untuk meningkatkan hasil UN, kadang ada yang melangar aturan hukum
dan bahkan bersifat kriminal. Penangkapan guru yang melakukan
kecurangan di beberapa daerah oleh Densus 88 pada penyelenggaraan UN
tahumn 2008 semakin memperkuat dugaan adanya peyimpangan dalam
penyelenggaraan UN. A
Penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN, meskipun
telah melibatkan pihak Perguruan Tinggi dan LSM sebagai Pemantau

Independen, ternyata masih teq‘adi.‘ Namun itu semua baru mengungkap =

sebagian fakta di lapangan, khususnya pada saat penyelenggaraan UN.
Padahal sebenarnya, penyelenggaraan UN hanyalah satu titik dalam

penyelenggaaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini akan inelihat
bagamana sekolah (SMP dan M.Ts)menanggapi pelaksanaan UN melalui
: kebljakan sekolah yang tertulis maupun tidak, dalam rangka memngkatkan

dn sekolahnya.

- '-.~;.~flfii_:’ TUJUAN PENELlTlAN

S “_ : Berdasarkan rumusan masalah yang telah dlkemukakan maka
penelman ini bertu;uan untuk mendeskripsikan kebgakan-kebuakan sekolah
yang berka|tan dengan penyelenggaaan UN.
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5 KAJIAN PUSTAKA

1. Kompetensi Lulusan SMP DAN MTS
‘ Pendidikan SMP dan MTs./SMPLB/Paket B bertujuan meletakkan
dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
- keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Standar kompetensi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan SMP"
DAN MTS mencakup:
a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap
perkembangan remaja

Ty
Dot

b. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
c. Menunjukkan sikap percaya diri
d. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang
lebih luas
e. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan
social ekonomi dalam lingkup nasional
f. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan
sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
h. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengah
potensi yang dimilikinya S Lo
. i. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah -
- " dalam kehidupan sehari-hari L |

| MQMeskﬁpsi gejala alam dan sosial

K. ﬂémanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
L';??flfﬁénerapkan nilai-nilai  kebersamaan  ddlam  kehidupan
'flf'be,rmasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujhdnya
... persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

m. Menghargai karya seni dan budaya nasional v _

n. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk

berkarya




o. Menerapkan hidup berSih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan
: waktu luang

p Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun

q. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di
masyarakat

r. Menghargai adanya perbedaan pendapat

s. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek
sederhana

t. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana

u. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan
menengabh.(Standar Kompetensi Lulusan SMP/Mts)

2. Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum SMP DAN MTS
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan
pendidikan SMP dan MTs perlu dikembangkan kurikulum yang mampu
menjdmln pencapaian tujuan tersebut. Menurut Badan Standarisai - -
Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum yang baik harus memperhabkan '
prinsip-prinsip berikut: ’
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
. kbpentmgan peserta didik dan lingkungannya . :
e Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta
: diﬁ"pk memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensmya
a ?menjadl manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Y}ang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
- 'mandiri dan menjadi warga negara yang demokratls serta
"'A“A:‘“*:bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut
pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan
potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik
serta tuntutan lingkungan.




- & * b. Beragam dan terpadu
R ' o * Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
‘4 iw S - karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis
& pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat
istiadat, serta status social ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi
‘ substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan
i ' pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan

S dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

!r o I c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan sehi

! Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu

; pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan

! oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik
untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi

_ pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalahmya' .
~» - kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena -
lﬁJ o pengémbangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir,
T_'?érampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan

_ Vokasional merupakan keniscayaan.

' -e. Menyeluruh dan berkesinambungan |
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi,
bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan
- disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.




f. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum  diarahkan kepada proses pengembangan,
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-
unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan
memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu
berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkah dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan
kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan
dengan motto Bhineka Tunggal lka dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indoriesia.

Terkait pelaksanaan kurikulum, BSNP menentukan beberapa
prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu: ‘
a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan

bagi dirinya.” Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan

~ pelayanan péndidikan yang bermutu, serta memperoleh kesémpatan

o ~ untuk mengeképresikan dirinya secara bebas, dinamis dan
7 * menyenangkan. A

B j(u[ikublum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar,

‘ y‘éftu:’ (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

- Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar

L _untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar

untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar

untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
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kondisi pesérta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna -



c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat
' pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta

didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan
pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan,
kesosialan, dan moral.

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan
“hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa,
ing ngarsa sung tulada (di belékang memberikan daya dan kekuatan,
di tengah membangun .semangat dan prakarsa, di depan
memberikan contoh dan teladan).

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
muitistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang
memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang
terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan
sekitar serta lingkungan alam semesta duadlkan sumber belajar,
contoh dan teladan).

f. Kunkulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sossal
dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan
' dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
ulum yang mencakup seluruh komponen kompetenss mata
fye]_ajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan
dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok
3 f {“-dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. ‘
| jGuru merupakan pusat dari peningkatan kualitas pembelajaran
namun tidak dapat dilepaskan sendiri bertanggungawab untuk perubahan
itu. Guru memeriukan bekerja dalam kesejawatan, organisasi dan kebijakan
terkait, yang mendukung pembelajaran yang baik. ( National Standards of
Science Education.)




_ Penelitian Sanders & Rivers, dan Vanusek & Rivkin, di Alabama,
Tenesse dan Texas, USA pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa guru
yang berkualitas mampu meningkatkan prestasi lebih dari 50%-70% pada

skala nilai 100, dibanding siswa yang diajar guru yang tidak berkualitas.

Menurut National Broads for Professional Teaching Standards
(BPTS) Guru yang berkualitas salah satunya harus menguasai materi mata
pelajarannya, menguasi strategi pembelajaran, memahami karakter,
perkembangan, dan keinginan siswa, mampu berpikir sistematis dan logis,
dapat bekerjasama dengan sejawat, dan melakukan evaluasi
pembelajarannya secara mandiri dan efektif.
(http://www.nbts.org/standards/know do/intro.html)

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No 14 th 2005 tentang Guru
dan Dosen guru profesional dituntut memiliki empat kompetensi, yaitu
kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi
pedagogik, guru harus dapat memahami peserta didik, merancang
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi

pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Guru Indonesia dianggap
mempunyai kompetensi kepribadian sebagai pendidik jika memiliki
kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berahlak
mulia. Guru memiliki kompetensi profesional jika mengusasi bidang studi
secara luas dan mendalam. Guru dinilai memiliiki kompetensi sosial sebagai
pendldlk jika mampu berkomunikasi secara efektif, bergaul secara efektif,
3] -:'.'j;:rjasama dengan sejawat, orangtua, dan masyarakat. -

1ariotte Danielson (1996) mengemukakan béhw'a. - kualitas

o peinbelajaran dapat dilihat dari empat domain, yaitu, perencanaan dan
. persiapan, keadaan lingkungan kelas, instruksifperintas tertulis maupun
Ilsan profesionalitas dan tanggung jawab. Perencanaan dan persiapan

dapat'“' dilihat dari pengetahuannya tentarig teori pedagogik, pemahaman
karakter siswa berdasarkan umur, minat, latar belakang sosial dan
kemampuan awal siswa. Selain itu guru juga harus mampu mendisain
pembelajaran yang cocok dengan siswa, aktifitas yang sesuai, pemilihan




:".., ;f-:..}.pehgambllan keputusan, mengupayakan keberlanjutan pengembangan'
- profesnonahtas guru. -(Teaching Quality, 2004)

media dan pendekatan, menentukan kriteria dan standard, serta
menggunakan assesmen dalam perencanaan.

Untuk mengembangkan guru agar menjadi professional diperiukan
pendidikan yang sesuai dan memadai, pelatihan pendidikan yang sesuai,
ujian dalam kemampuan dasar dan pengetahuan pembelajaran (Linda
Darling-Hammond, 2000,) Bahkan di Alabama, untuk mengejar perbaikan
kualitas pendidikan dilakukan langkah-langkah yang berani dengan
melakukan rekruitmen tenaga pendidikan yang berpotensi tingi, seleksi
ketat tehadap calon guru, menetapkan standar dan kriteria yang tinggi bagi
calon pendidik, mendukung program-program bagi guru baru, dan yang
terpenting memberi gaji yang tinggi bagi guru yang profesional. Di Alabama,
gaji mihimum guru profesional, dengan pendidikan sarjana muda (bachelor)
0 tahun 29,538 USD ( Alabama State Departmen of Education dalam
Hirsch.2004)

Untuk mengembangkan profesionalitas guru tidak cukup dengan
pendidikan sarjana saja. Diperlukan kursus dan pelatihan bagi guru untuk
terus menjaga dan mengembangkan -kemampuan penguasaan materi
maupun teknik-teknik mengajar. Sélain itu, guru jugé periu dievaluasi
secara komprehensif dan periodik. Kehadiran kepala sekolah dengan
kepemimpinan yang kuat, untuk menciptakan kondisi sekolah yang |
kondusif, sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah

Atersebut Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dlpenukan untuk

""f"'kan kultur lingkungan sekolah bagi kerja siswa, melakukan
15i. berdasarkan data dan peyelidikan, mellbatkan guru dalam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebagian penelitian dari Puslitjaknov
Balibang Depdiknas tahun 2007, mengenai Kualitas Pembelajaran Mata
Pelajaran UN Dan Non-UN Di SMP Dan MTs di Indonesia. Penelitian ini
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merupakan penelitian explanatory. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Maret s.d. Agustus 2007, dengan subyek penelitian meliputi kepala

- sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Pengambilan sampel

dilakukan berdasarkan kuadran kualitas pendidikan (dengan pertimbangan

- faktor kualitas guru dan hasil UN tahun sebelumnya)di seluruh wilayah

indonesia tengah (Jawa, Bali, Kalimantan). Berdasarkan kuadran tersebut
diperoleh 8 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta (DIY), Salatiga (Jawa
Tengah), Batu, Madura (Jawa Timur), Sangata (Kaltim),Jabiren, Kahayan
(Kalteng), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Setiap kabupaten diambil 6
sekolah berdasarkan kuadran dalam kabupaten. Pengumpulan data
dilakukan dengan, kuesioner, interview, Focussed Groups Discussion
(FGD) dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
kuantitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Focussed Group Discussion yang dilakukan baik terhadap

guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa, dapat direkap sebagai
berikut: -

Tabel 1.Rangkuman Hasil FGD dengan Siswa, Guru, dan Kepala Sekoléh

‘No | Ranah Indikasi | Sumber.
. { data

aQManajemen Diskriminasi waktu pembelajaran. | S, G,
' sekolah Mata pelajaran UNdan Non UN( | KS
Les, Latihan soal,) ~

tambahan jam pelajaran MP UN Ks
tambah guru MP UN

Pengurangan jam pel MPnon UN | Ks, G, S

A w ‘. B ' R :

Diskriminasi alokasi dana untuk KS, G,
buku
5 Diskriminasi alokasi dana /insentif | KS, G
| guru
6 Dana try out MP UN Ks
7 Try out dengan Bimbel Ks, G, S
8 | Perilaku guru Pembelajaran dengan drill soal S, G

11




RELE

9 | Tekanan KS Tekanan KS terhadap Guru ( KS, G
Sekolah menentukan target rerata
NEM)
{ 10 | Pengawasan UN | Pengawas UN tidak menjalankan | S
- tugasnya dengan baik ( Membawa
alat komunikasi ke kelas, bicara
sendiri sesama pengawas, baca
koran/buku, tidur)

11 Pengawas UN tidak menjalankan | S
tugasnya dengan baik (siswa tidak
diperiksa)

12 Penyegelan amplop lembar G

: jawaban tidak dilakukan di ruang
ujian.
13 | Tekanan Ortu Sekolah membentuk "tim sukses® | G.
Keterangan :
S : siswa
G: guru

KS: kepala sekolah

Dari hasil FGD tersebut, di tambah dengan penelusuran dokumen,
diketahui bahwa sekolah telah melaksanakan beberapa kebijakan berkaitan
dengan diselenggarkannya UN. Kebijakan-kebijakan itu adalah .

1. Kebijakan sekolah dalam alokasi sumberdaya fasilitas

Kebijakan sekolah dalam alokasi sumberdaya fasilitas sekolah tidak
berbeda untuk mata pelajaran UN maupun non-UN. Pemanfaatan ruang
kelas, laboratorium !PA, ruang komputer, media pembelajaran, sesuai
dengan kebutuhan mata pelajaran. Hampir semua sekolah mempunyai lab

yang memadai, meskipun IPA bukan termasuk mata pelajaran yang di

| -2, kéﬁijakan Sekolah dalam Alokasi dana

© “a). Alokasi dana BOS buku

Dari FGD dan penelusuran dokumen, diketah'ui bahwa seluruh
dana BOS buku dialokasikan untuk membeli buku mata pelajaran UN.
Kebijakan itu diambil karena ada kebijakan dari departemen pendidikan
yang menerbitkan petunjuk teknis pengadaan buku pelajaran melalui
dana BOS dengan rekomendasi buku-buku mata pelajaran UN saja.
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Dari penelusuran dokumen, diketahui, dana BOS memang hanya
mencukupi sebagian saja dari kebutuhan buku pelajaran suatu sekolah.
Alasan inilah yang menyebabkan sekolah juga memprioritaskan
pengadaan buku untuk mata pelajaran UN saja.

b). Kebijakan sekolah dalam memberikan insentif kepada guru

Pemberian insentif kepada guru berkait dengan adanya jam
pélajaran tambahan untuk mata pelajaran tertentu. Sebagian besar
sekolah hanya memberi tambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran
UN saja. Jam pelajaran tambahan diberikan kepada mata pelajaran UN
minimal selama 2 jam perminggu dan maksimal 4 jam per minggu.
Setiap guru yang memberi jam pelajaran tambahan, mendapat insentif
rata-rata Rp.10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) per jam per kelas.

Tabel 2: Mata pelajaran yang mendapat jam pelajaran tambahan dan
besarnya insentif per mata pelajaran perjam pertemuan.

[No| Mata Pelajaran  |Asalguru Pml jam{Biaya tiap jam
kendiriDari [Pljrn/ pelajaran (Rp)
r1:)uar minggu
1. |Bahasa Inggris v -1 2/4 10.000
2. Matematika V.- 2/4 10.000
hs Indonesia v | - 2 10.000
gama - - - -
. JPKn | -] - - -
-'l6. liPS - - - -
7. IPA - |- - -
8. [Penjaskes - - - .
. ISeni Budaya - - - -
10Tekn. Informasi - - - -
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1. Kebijakan sekolah dam alokasi waktu

a. Pengurangan jam mata pelajaran non-UN di sebagian besar sekolah
untuk menambah jam belajar mata pelajaran UN.

Setiap mata pelajaran dalam kurikulum telah diberikan alokasi
waktunya, namun kebanyakan sekolah melakukan penambahan jam
pelajaran untuk mata pelajaran tertentu ( matapelajaran UN dan
“sebagian non UN).

Adapun komposisi alokasi waktu jam pelajaran untuk setiap mata
pélajaran, tambahan jam pelajaran, dan selisih antara jam pelajaran
dalam kurikulum dengan jam pelaksanaan di sekolahdisajikan pada
Tabel 3

Tabe 3. Alokasi waktu menurut kurikulum dan sekolah untuk setiép
mata pelajaran :

INo| Mata Jml jam | Jamyang |Jml jam tambahan
'Pelajaran dalam [dilaksanakan|
' kurikulum
1. |Bahasa Inggris 4 6-8 2-4
2. Matematika 4 68 | 24
3. [Bhs Indonesia 4 6 2
4. PKn 2 2 0
- B.JPS 4 4 -0
E IPA 4 4 0
“{t. |Agama 2 2 0
; 8. [Penjaskes 2 2 S0
.:"E.f”eni-shdaya | 2 2 0
- " [10Tekn. Informasi| 2 2 0
. [11Mutok 2 2 0

Dari Tabel 4.2 di atas tampak bahwa mata pelajaran Bahasa
Indonesia yang secara kurikuler mendapat alokasi waktu 4 jam
pelajaran, memperoleh alokasi waktu oleh sekolah selama 6 jam
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pelajaran. Hal ini berarti, pelajaran Bahasa Indonesia mendapat
tambahan jam pelajaran sebanyak 2 jam perminggu. Mata pelajaran
Matematika dan Bahasa Inggris, yang seharusnya alokasi waktu
permingguya 4 jam pelajaran, oleh sekolah dialokasikan waktu antara 6
sampai dengan 8 jam pelajaran perminggu. Hal ini berarti mata
pelajaran tersebut mendapat tambahan jam pelajaran sebanyak 2
sampai dengan 4 jam pelajaran perminggu.

b. Alternatif penambahan waktu mata pelajaran.

Ditemukan empat cara penambahan waktu untuk mata
pelajaran UN, yaitu () mengurangi alokasi waktu beberapa mata
pelajaran non-UN, atau bahkan (ii) meniadakan pembelajaran beberapa
mata pelajaran non-UN, atau (i) mengadakan les, atau (iv)
mengadakan latihan ujian mata pelajaran UN (di luar jam pelajaran).

Dari FGD dan penelusuran dokumen, waktu pembelajaraan
mata pelajaran non-UN yang dikurangi antara lain: muatan lokal, seni
budaya non muatan lokal dan Kerajinan Tangan dan Kesenian (KTK).
Sekolah juga meniadakan pembelajaran mata pelajaran non-UN untuk

jangka waktu tertentu. Beberapa sekolah ada yang meniadakan -

pembelajaran mata pelajaran non UN sejak 2 minggu sebelum UN ada
- yang mulai semester VI. Peniadaan pembelajaran mata. pelajaran |
tertentu dilakukan secara diam-diam, artinya pada jadwal pelajaran

o -,.,-resml sekolah, jadwal semua pelajaran tetap ada dan seolah-olah

‘pembelajaran semua mata pelajaran tetap berlangsung hingga akhu'
semester '
' Selain memperoleh penambahan jam pelajaran secara reguler,

mata pelajaran UN juga memeroleh penambahan waktu belajar melalui

"l‘es, yang dilaksanakan paling tidak sekali seminggu selama 2 jam untuk
setiap mata pelajaran. Beberapa sekolah juga mengadakan tambahan
waktu belajar dengan melaksanakan latihan ujian mata pelajaran UN.
Kegiatan itu dilakukan paling tidak 2 kali dalam satu semester untuk
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| masing-masing mata pelajaran UN selama 2 jam. Untuk sekolah-

sekolah yang bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar,

tambahan jam belajar mata pelajaran UN diselenggarakan setiap
" minggu selama 2 jam, untuk membahas soal-soal ujian.

c. Pengaturan jadwal: (i) Mata pelajaran UN dijadwalkan pagi hari,
~ (ii)Jam pelajaran mata pelajaran non-UN digeser untuk jam tambahan
(les) mata pelajaran UN

Perbedaan alokasi waktu jam pelajaran bukan saja dilakukan
dengan penambahan mata pelajaran tertentu dan pengurangan jam
pelajaran mata pelajaran lainnya, tetapi juga dilakukan dengan prioritas
pemanfaatan waktu efektif untuk mata pelajaran UN. Mata pelajaran UN
dijadwalkan pagi hari, menggunakan jam belajar prima (pagi hari ketika
anak belum lelah) untuk mata pelajaran UN dengan menggeser jadwal
pembelajaran mata pelajaran non-UN (Olah raga & Muatan lokal) dari
pagi menjadi sore hari. Pada kasus lain bahkan mata pelajaran‘non-UN
yang semula pagi digeser juga untuk jam tambahan (les) mata pelajaran
UN.- Akibatnya banyak siswa tidak mengikuti mata pelajaran yang
digeser ke sore hari tersebut karena kelelahan. i

KESIMPULAN |
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, berkaitan dengan.

.pem_yeléhggaraan UN sekolah melakukan kebiajkan yang sangat
R mgﬁguntungkan mata pelajran UN dan mengesampingkan pelajaran non- .

UN. , .
~ Beberapa  kebijakan  sekolah  yang - berkaitan 'dengan

~<..penyelenggaraan UN teruatama adalah dalam alokasi dana dan waktu,
"')”(aqg. sebagian besar diperuntukkan untuk mata pelajaran UN.
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